
BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGrrAN

NOMOR l TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2OO8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah ( DPRD ) bersama Bupati Magetan

telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun Anggaran 2Ol3 sesuai dengan Keputusan Gubernur

Jawa Timur Nomor l88l2.KlKPTS/Ol3/2O13 tentang Hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2OL3 dan Rancangan Peraturan Bupati Magetan

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2Ol3;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan

b.



Mengingat : 1.

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2013;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Fropinsi

Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengar

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

195O Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dal Daerah Istimewa Jogjakarta ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 30 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaral

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan l,embaral Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, fambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintal'ran Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tenlang Pemerintahan Daerah

(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor

59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

48441;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor a2,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 9O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun

2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tallun 2OO4 Tentang Kedudukan Protokoler Dan

Keualgan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tarrr},ill.an Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 47121;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 terltang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor lTl,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2O05 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor
11O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

515s);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang

Pengelolaan Keuangar Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O05 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

46r41;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 297211'

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 119 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 201I tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20ll Nomor 59 Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O11 Nomor 31O);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OO7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
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Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah serta Tata Cara Pengembalian T\rnjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3Z Tahun 2Ol2
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol3 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 508);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2O11

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2O04

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004
Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6
Tahun 2O07 ( kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
20O7 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g Tahun 200g
tentang Pokok - Pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 20Og Nomor
8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1O Tahun
20O8 tentang Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten
Magetan pada Perseroan Terbatas Bank pembiayaan Rakyat
Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2008 Nomor I O);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O1l Nomor 5);
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2O11

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 201 I Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor I Tahur, 2Ol2
tentang Retribusi Jasa Umum (kmbaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2Ol2 Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2OI2
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2O12 Nomor 2);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun
2Ol2 Tentang Pedoman penyertaan Modal Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor T,

Tambahal Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
18);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun
2Ol2 Terrtang Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan

Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2O13 (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2 Nomor 16,
Tambahal lrmbaran Daerah Kabupaten Magetal Nomor
2s);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

DAN

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menctapkan :PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN MAGETAN  TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013.
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Pasal l

Anggaran Pendapatan dan Belatta Daerah Tahun Anggaran

2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan              RP.  1.136.438.139.545,00

2 BelanJa                  Rp.  1.190.679.027900,00(―
)

Derlsit            Rp.   (54.240.888.355,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. PeneHmaan   Rp. 71.340.888.355,00

b. Pcngeluaran   Rp. 17.100.000000,00 ()

Pembiayaan Nctto  Rp   54 240.888.355,00(―
)

Sisa Lcbih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan             Rp.          o,oo

Pasa1 2

(1)Pendapatan Daerah scbagaimana dimaksud dalaln Pasal l

terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Dacrah      Rp  74 500.000 0oo,00

b. Dana Pcriinbangan          Rp. 862.062.848.545,00

c Lain―lain Pendapatan

Dacrah yang Sah            Rp 199.875.291000,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a terdiri darijenis pendapaね n:

a. PaJak Dacrah               Rp.  11523000.000,00

b. RctHbusi Daerah           Rp  19.189.340500,00

c Hasil Penge101aan Kckayaan

Dacrah yang Dipisahkan      Rp   4.000.000.000,00

d Lain― lain Pendapatan Asli

Dacrah yang Sah            Rp. 39.787.659.500,00

(3)Dana PeHmbangan sebagdmana dimaksud pada ayat(1)

huruf b tcrdi五 darijcnis pcndapatan:

a Dana Bagi Hasil            Rp. 54261087.545,00

b. Dana Alokasi umurn         Rp.761.637391.000,00

c Dana Alokasi Khusus        RP  46 164 370.000,Oo

(4)Laln― lain  Pendapatan Daerah yang sah  sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) huruF c terdiri d贔  jcnis
pendapatan:
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a. Hibah Rp.

b. Dana Darurat Rp.

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya Rp.

d. Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus Rp.

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemda lainnya Rp.

f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah

Pusat Rp.

g. Pendapatan lainnya Rp.

39.920.920000,00

151.294617000,00

0,00

0,00

37.249.000,00

Rp.  850821.231.429,00

Rp  339.857796471,00

0,00

0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

b. Belanja L"angsung

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Bunga

c. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah

e. Belanja Bantuan Sosial

f. Belanja Bagi Hasil

Rp  747.568.984.318,00

Rp 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

Keuangan kepada propinsi/

Kabupaten / Kota, Pemerintahan

Rp.

Rp.

0,00

0,00

Dcsa dan Partai P。 litik

h. Belan」 a Tidak Terduga

Rp   40.556.869.000,00

Rp.    8.056.730.000,00

Rp.   52.588648.111,00

Rp    2.050.00o.00o,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belalja Pegawai Rp. 25.369.502.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 169.535.592.179,00
c. Belanja Modal Rp. t44.gS2.6g6.Zg2,OO
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 71.340.888.355,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 17.10O.0OO.O00,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya

(SILPA) sejumlah Rp. 48.84O.888.SSS,00

b. Pencairan dana cadangan

sejumlah Rp. 11.500.OOO.O00,00

c. Hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah

sejumlah Rp. O,00
e. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah

sejumlah Rp. O,O0
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

sejumlah Rp. 0,OO
b. Penyertaan modal (investasi)

pemerintahdaerahsejumlah Rp. 5.4O0.OOO.O0O,OO

c. Pembayaran pokok utang
sejumlah Rp. O,OO

e. Pemberian pinjaman daerah
Sejumlah Rp. r 1.700.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran pendapatal dan Belanja Daerah
sebagaimala dimaksud dalam pasal l, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
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Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi

3. Lampiran III
SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKpD,
Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKpD,
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan
Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;

Daftar Perkiraan penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan panambahan dan
Pengurangan Aset Lain-lain;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah;

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII

9 Lampiran IX

1O. l,ampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII
13. l"ampiran XIII

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia
arggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangErn perubahan Anggaran pendapatan dal Belanja
Daerah, dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.



(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (l)
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan belanja tidak terduga.
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat
dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalaq ulang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran 2013; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan
kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran 2013; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan

Bupati

(3)

(4)

(5)

(6)
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Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam kmbaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 23.lanuari 2013

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 23 Januari 2013

SEKREDヽRIS D KABUPATEN MAGETAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 1

ANTRI
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